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1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu
langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau
institusi pemerintahan. Merupakan syarat untuk mencapai tata kelola
pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan bagi masyarakat
dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi,
baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi
public diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

2. Pelaksanaan Informasi Publik
Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional,
dan
dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
Senin — Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB
Jum’at : Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB

transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah
dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik.
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan
informasi dan dokumentasi publik melalui website
https://dinkes.bantenprov.go.id/

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Publik dan
Kualifikasinya
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten.
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3. Rincian Pelayanan Informasi
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Laporan Permohonan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019.

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi
Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID
Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian
pelayanan informasi publik pada hari kerja Senin sampai Jum’at,

Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan
permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik Tahun 2019

No Permohonan Jumlah
1 | Permohonan yang masuk 4 Permohonan
% Permohonan yang diterima 4 Permohonan
3 Permohonan yang ditolak -

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan

aran tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan

S
Py si penyelenggaraan

informasi terkait kepentingan publik maupun informa »
pemerintah Terlebih dengan berlakunya Undang — Undang Nomor 14 Tahu.n 2
tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan

keterbukaan sebagal hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
eter

bernegara.
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